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Abstract: Consideration Of The Judge On Isbat Nikah In Religious Court Of Curup Viewed From The Effort Of Establishing 
Harmonious Family. Marriage is one of the instinctive needs of man. To ensure the sanctity and holiness of marriage 
is maintained, then the state is in this case the government took over to set it up in order to achieve the purpose of 
marriage is essential to the necessity of recording the wedding on the authorities. But the fact in the community turned 
out there were people who did not record the wedding and marriage to the authorities. To resolve these problems, the 
state set by specifying the possibility of isbat nikah application efforts through the Religious Courts. This research is a 
field research in the form of case studies, using qualitative method, through a normative juridical approach. The results 
showed that in the case isbat nikah, a lot of consideration of the judge who did not institute the legal basis regulating 
this matter which is a compilation of Islamic law article 7, so a lot of determination or decision in isbat wedlock is not 
appropriate because it does not contain elements of fairness / philosophical certainty legal / normative or juridical 
and benefits / sociological. Consequently, there is underestimation on the institution of marriage by not registering the 
marriage, lax morality of premarital promiscuity, and leads to the difficulties materialize harmonious family.
Keywords: consideration of the judge, isbat marriage, harmonious family
Abstrak: Pertimbangan Hakim Dalam Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Curup Ditinjau Dari Upaya Pembentukan 
Keluarga Sakinah. Pernikahan merupakan salah satu kebutuhan naluriah manusia.untuk me mastikan kesakralan dan 
kesucian pernikahan tersebut terjaga, maka negara yang dalam hal ini pemerintah mengambil alih untuk mengaturnya 
guna tercapainya tujuan pernikahan yang hakiki dengan keharusan pencatatan pernikahan pada pejabat yang 
berwenang. Tapi faktanya di masyarakat ternyata ada orang-orang yang melakukan pernikahan dan tidak mencatatkan 
pernikahannya pada pejabat yang berwenang.Untuk menyelesaikan permasalah tersebut, negara mengaturnya dengan 
menetapkan kemungkinan upaya permohonan itsbat nikah lewat Pengadilan Agama.Jenis penelitian ini adalah 
penelitian lapangan dalam bentuk studi kasus, dengan metode kualitatif, melalui pendekatan yuridis normatif.Hasil 
penelitian me nunjukkan bahwa dalam perkara itsbat nikah, banyak pertimbangan hakim yang tidak mengaju kepada 
dasar hukum yang mengatur hal tersebut yaitu kompilasi hukum Islam pasal 7, sehingga banyak penetapan atau 
putusan dalam itsbat nikah tersebut yang tidak tepat karena tidak mengandung unsur keadilan/filosofis, kepastian 
hukum/normatif atau yuridis dan kemanfaatan/sosiologis. Akibatnya, terjadi peremehan atas lembaga pernikahan 
tersebut dengan tidak mendaftarkan pernikahannya, longgarnya moralitas pergaulan pra nikah, dan berdampak pada 
sulitnya terwujud keluarga sakinah.
Kata kunci: pertimbangan hakim, isbat nikah, keluarga sakinah
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Pendahuluan
Pasangan seorang pria dan seorang wanita yang 
membentuk rumah tangga dalam suatu ikatan 
perkawinan pada dasarnya merupakan fitrah atau 
naluri manusia sebagai makhluk sosial guna me-
langsungkan kehidupannya, pengelompokan ke-
hidupan manusia tersebut dalam realitanya dapat 
dilihat dengan adanya berbagai bentuk kesatuan 
sosial di dalam kehidupan masyarakat. Pernikahan 
diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 
kestabilan dan ketentraman masyarakat karena 
kaum pria dan wanita dapat memenuhi naluri 
seksualnya secara benar dan sah.1
1 Muhammad Nabil Kazhim, Panduan Pernikahan Yang Ideal, 
(Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2009), h. 10.
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Tujuan perkawinan menurut Islam adalah 
menuruti perintah Allah untuk memperoleh 
keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan 
mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.2
Tujuan kedua dari perkawinan menurut Islam 
adalah menenangkan pandangan mata dan men-
jaga kehormatan diri, sebagaimana dinyatakan 
dalam hadis Nabi saw yang dirawayatkan oleh 
Bukhari dan Muslim, yang berbunyi:
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“Dari Umar ibn Hafsh ibn Giyats, kami diberitahu 
oleh ayahku, dari ‘A’masy, berkata: saya dikabari 
oleh ‘Imarah, dari Abdurrahman ibn Yazid, ia 
ber kata: saya beserta ‘Alqamah dan Aswad 
mendatangi ‘Abdullah maka berkatalah ‘Abdullah: 
suatu ketika kami bersama nabi Muhammad 
saw dan saat itu semuanya sudah remaja, 
maka rasulullah saw ber sabda: Hai sekalian 
pemuda, barangsiapa di antara kamu yang 
telah sanggup kawin, maka hendaklah kawin. 
Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi 
pandang (terhadap yang dilarang oleh agama) 
dan memelihara faraj. Dan barangsiapa yang 
tidak sanggup hendaklah berpuasa. Karena 
puasa itu adalah perisai baginya”. (H.R. Bukhari).
Indonesia sebagai negara hukum telah me-
ngatur Undang-Undang tentang Perkawinan yang 
2 Tujuan perkawinan pada umumnya bergantung pada masing-
masing individu yang akan melakukannya, karena lebih ber sifat 
subjektif. Tujuan umum yang hendak dicapai adalah mem peroleh 
kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan 
kesejahteraan dunia dan akhirat. Adapun tujuan pernikahan secara 
rinci dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) melaksanakan libido 
seksual; (2) memperoleh keturunan;(3) memperoleh keturunan 
yang saleh; (4) memperoleh kebahagiaan dan ketentraman; (S) 
mengikuti sunnah Nabi; (6) menjalankan perintah Allah; dan (7) 
untuk berdakwah. Lihat buku Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih 
Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet. ke-1, h. 12-18.
3 Shahih Al-Bukharî, Bab Nikah, hadits no. 5120
tertuang dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, 
dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 9 
tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-
Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 
dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-
peraturan lainnya mengenai perkawinan.4
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-
Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 
pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin 
antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami isteri dengan tujuanmembentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 
kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pertimbangan Hakim
Pertimbangan hakim adalah kerangka ber -
fikir/dasar permikiran yang digunakan hakim 
dalam memutuskan suatu perkara (ratio 
decidendi). Titik tolak pertimbangan hakim 
pada pendapat para doktina, alat buktidan 
yurispudensi. Pertimbangan hakim harus disusun 
secara logis, sistematis, saling berhubungan, 
dan saling mengisi.5 Pertimbangan hakim secara 
kongkrit dituangkan sebagai analisis, argumentasi, 
pendapat dan kesimpulan hakim.6
Dalam memutuskan suatu perkara seorang 
hakim harus mempertimbangkannya dengan baik 
dan benar maka pertimbangan hakim dalam 
suatu perkara harus memperhatikan hal-hal 
sebagai berikut:
a. Fakta yang terungkap selama persidangan 
belangsung
b. Aspek Yuridis, Filosofis dan Sosiologis.
Keberadaan sebuah pertimbangan hakim 
sangat menentukan suatu putusan hakim karena 
putusan hakim adalah produk hakim yang mana 
pertimbangan tersebut akan menentukan baik 
atau tidaknya sebuah putusan tersebut karena 
tanpa ada pertimbangan yang komprehansip maka 
4 Kompilasi diambil dari kata “compilaare” yang mem punyai 
arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan 
peraturan-peraturan yang tersebar berserakan di mana-mana. 
Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi “compilation” 
dalam bahasa Inggris atau “compilatie” dalam bahasa Belanda.
5 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata 
Indonesia, Teori, Praktik Membuat dan Permasalahannya, 
(Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2009), h. 164 
6 Mawardi, Pertimbangan Hakim dan Tata cara penyelesaian 
wali adlal, (Senin, 29 Juli 2013), dari: http://hukumzone.blogspot.
com/2012/03/pertimbangan-hakim-dan-tata-cara-dalam.html
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proses peradilan dapat terjerumus pada peradilan 
yang bias atau bahkan akan menimbulkan the 
death of justice (keadilan yang mati) serta dapat 
juga menimbulkan the death of common sense 
(matinya akal sehat).7
Isbat Nikah dan Keluarga Sakinah
Kata “Isbat“ dalam bahasa arab berarti: pe-
nyungguhan, penetapan, penentu dan apabila 
dikaitkan dengan kata “nikah“, maka kata “Isbat 
Nikah“ akan berarti penetapan tentang kebenaran 
( keabsahan ) nikah, hal ini bisa terjadi karena 
nikah kemungkinan telah dilakukan beberapa 
waktu, minggu atau bulan dan bahkan tahun yang 
telah lalu, maka peraturan tentang Isbat nikah 
ini merupakan peraturan yang dibuat atas dasar 
adanya pernikahan yang pernikahan yang hanya 
dilangsungkan hanya dengan mengikuti ajaran 
agama atau tidak dicatatkan oleh pengawai 
pencatat nikah yang berwenang.8
Landasan yuridis dari Isbat nikah terdapat 
di dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang 
No. 3 Tahun 2006. Dari ketentuan tersebut, 
dapat dirumuskan bahwa kompetensi absolute 
Pengadilan Agama Curup tentang Isbat nikah 
adalahperkawinan yang terjadi sebelum ber-
lakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bukan 
perkawinan yang terjadi sesudahnya.
Islam memandang keluarga sebagai lembaga 
yang memberi peluang kepada para anggotanya 
untuk hidup bahagia atau celaka dunia akhirat. 
Oleh sebab itu, Rasulullah diperintahkan pertama-
tama oleh Allah untuk menjaga dan melindungi 
keluarganya kemudian masyarakat pada umumnya. 
Ini disebutkan dalam QS. Asy-Syu`ara (26) 214:
ﮁ   ﮀ   ﭿ
“Dan berilah peringatan kepada kerabat-
kerabatmu yang terdekat.”
 “Sakinah” merupakan bahasa Indonesia yang 
diambil dari bahasa Arab yang berasal dari kata 
“sakana”, dan kata sakinah ini juga disebutkan 
se banyak enam kali dalam Alquran9 yang diarti kan 
7 Artidjo Alkostar, Karakteristik Putusan Pengadilan 
Yurisprudensi, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2013), h. 55
8 Mahkamah Agung Ri, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 
Administrasi Peradilan Agama (Buku II), (Jakarta: Direktorat 
Jendral Badan Peradilan Agama, 2010), h.147
9 Muhammad Fuad Abdu-l-bâqî, Al-Mu’jam Al-Mufahras Li 
Alfâzhi-l-Qur’ân, cet. Ke-3, (tt: Dâr Al-Fikr, 1992), h. 449
dalam kitab tafsir dengan arti ketenangan hati10, 
maka kata sakinah tersebut berarti kedamaian, 
ketenangan, penuh kecintaan dan kasih sayang.11 
Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang di-
huni oleh sepasang suami isteri yang dilandasi 
cinta dan kasih saying (mawaddah wa rahmah).
Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan 
Hakim Pengadilan Agama Curup Dalam Isbat 
Nikah
Dari beberapa pertimbangan yang hakim 
Pengadilan Agama Curup sebutkan dalam 
penetapan dari perkara Isbat nikah yang mereka 
tangani, maka akan kami paparkan beberapa 
penelitian lebih lanjut dari petimbangan-per-
timbangan tersebut dengan melakukan tinjaun 
dari segi hukum dan beberapa hal lain yang 
diperlukan dalam menganalisa pertimbangan 
tersebut, yaitu sebagai berikut:
Dari perkara pertama, dipaparkan per-
timbangan sebagai berikut:
Dari Undang-undang disebutkan pertimbangan 
sebagai berikut:
Dengan melihat pernikahan yang telah di-
lakukan beberapa waktu sebelum perkara itu 
diajukan bahwa pernikahan tersebut telah me-
menuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan 
menurut hukum Islam, maka hakim Pengadilan 
Agama Curup menggunakan Pasal 14 Kompilasi 
Hukum Islam yaitu untuk melaksanakan per-
kawinan harus ada 1). Calon suami 2). Calon 
isteri 3). Wali Nikah 4). 2 orang saksi dan 5). 
Ijab kabul; dalam mempertimbangkan dalam 
aspek ini.
Ini adalah hal yang paling penting dan menjadi 
prioritas dalam melakukan penelitian terhadap 
kasus Isbat nikah yang diajukan di Pengadilan 
Agama Curup,12 dari hal-hal yang tercantum 
dalam pasal inilah majelis hakim Pengadilan 
Agama Curup memulai untuk mendalami sebuah 
kasus yang sedang ditangani oleh majelis hakim 
Pengadilan Agama Curup maka hal inilah yang 
menjadi hal pertama yang dipertanyakan oleh 
10 Abu Bakar Jabir Al-Jazâirî, Aisaru-l-tafâsîr li Kalâmi-l-‘aliyi-l-
kabîr, jilid 1-3, (Madinah: Maktabatu-l-‘ulûm wa-l-hikam, 2006),h.692
11 Jalal ad-Din Muhammad bin Mukarram al Anshari, Lisan al 
Arabi, Juz IV (t.tp: t,pt, t.th), h. 468
12 Wawancara pribadi dengan Dra. Raden Ayu Husna. RA, 
hakim di Pengadilan Agama Curup bertempat di Curup, tanggal 
28-30 Juli 2013
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majelis hakim Pengadilan Agama Curup dalam 
persidangan Isbat nikah.
Dari pertimbangan inilah peluang yang 
kemudian muncul dan terbuka lebar bagi semua 
pihak untuk mengajukan Isbat nikah, sehingga 
mudharat yang dikhawatirkan terjadi adalah saat 
pernikahan tersebut tidak terjadi dan kemudian 
hal-hal yang tersebut dalam pasal 14 KHI tersebut 
dapat terpenuhi maka kemungkinan Isbat nikah 
sangat besar akan dikabulkan. 
Sedangkan dalam mempertimbangankan 
dari aspek syarat-syarat sahnya perkawinan 
baik me nurut hukum Islam maupun peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, maka hakim 
Pengadilan Agama Curup menggunakan per-
imbangan hukumnya dari Pasal 2 ayat (1) dan (2) 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 
14-44 Kompilasi Hukum Islam yang pasal-pasal 
tersebut mengatur tentang keabsahan perkawinan 
dan kewajiban pendaftarannya, rukun dan syarat 
perkawinan, mahar, larangan kawin.
Dengan memandang bahwa pernikahan telah 
memenuhi alasan hukum, maka majelis hakim 
Pengadilan Agama Curup menimbangkannya 
dengan melihat pasal 2 ayat (2) dan Pasal 42 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 
dan Pasal 7 huruf (e) serta pasal 99 Kompilasi 
Hukum Islam.
Dari berbagai pasal yang dipakai oleh majelis 
hakim Pengadilan Agama Curup dalam mem-
pertimbangkan perkara Isbat nikah, hanya pasal 7 
ayat (1) sampai (3) yang semestinya yang menjadi 
dasar terpenting dan menurut penulis hanya pasal 
ini yang memberi petunjuk yang begitu jelas, yaitu 
perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan 
Akata Nikah, dapat diajukan Isbat nikahnya ke 
Pengadilan Agama Curup, Isbat nikah yang dapat 
diajukan ke Pengadilan Agama Curup terbatas 
mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: Adanya 
perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian, 
Hilangnya Akta Nikah, Adanya keragan tentang 
sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian, 
Adanya perkawinan yang terjadisebelum berlakunya 
Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Perkawinan 
yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 
halangan perkawinan menurut Undang-Undang 
No.1 Tahun 1974.
Dari pasal ini terlihat jelas keterangan tentang 
Isbat nikah, pasal ini hanya membatasi syarat 
dan kepentingan dalam pengajuan Isbat nikah 
yaitu hanya lima perkara sebagaimana tertera 
dalam pasal tersebut sehingga pengajuan Isbat 
nikah yang tidak termasuk dalam lima hal 
ter sebut semestinya tidak terjadi.Sementara 
dalam putusannya majellis hakim Pengadilan 
Agama Curup banyak sekali memakai pasal-
pasal baik dari UU. No. 1 tahun 1974 ataupun 
KHI namum kalaulah diteliti lebih lanjut bahwa 
pemakain pasal-pasal tersebut kuranglah tepat 
karena penggunaan pasal-pasal tersebut telah 
melanggar beberapa pasal yang lain yang dengan 
jelas menyatakan kewajiban untuk mencatatkan 
pernikahan pada petugas pencatat nikah.
Sementara pengajuan Isbat nikah sebagai 
mana tertera dalam penetapan PA Curup nomor: 
0005/pdt.P/2012/PA.Crp diajukan untuk membuat 
dan melengkapi persyaratan pem buatan akta 
kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil Kabupaten 
Kepahiang, sementara hal ini tidaklah termasuk 
dalam hal-hal yang tercantum dalam pasal 7 KHI.
Sedangkan pasal yang paling tepat menurut 
penulis dalam membantu memberikan payung 
hukum yang tepat dalam kasus tersebut adalah 
pasal 103 KHI yaitu sebagai bahwa asal usul 
seorang anak hannya dapat dibuktikan dengan 
akta kelahiran atau alat bukti lainnya dan bila 
akta kelahiram alat bukti lainnya tidak ada, maka 
Pengadilan Agama Curup dapat mengeluarkan 
penetapan tentang asal usul seorang anak setelah 
mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan 
bukti bukti yang sah, dan atas dasar ketetetapan 
Pengadilan Agama Curup tersebut maka instansi 
Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum 
Pengadilan Agama Curup tersebut mengeluarkan 
akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan, yang 
kemudian dikuatkan dengan undang-undang No. 
Tahun 1974 juga menyebutkan demikian yaitu pada 
pasal 55, Sedangkan pasal ini sama sekali tidak 
dipakai oleh majelis hakim Pengadilan Agama 
Curup dalam mempertimbangkan pengajuan Isbat 
nikah tersebut.
Dari aspek Fiqh, majelis hakim Pengadilan 
Agama Curup mempertimbangkan dengan 
me rujuk kepada Kitab Ianatut Tholibin Juz 
IV halaman 254 yang berbunyi: “Pengakuan 
perkawinan dengan seorang perempuan harus 
dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu 
dari umpanya wali dan 2 orang saksi yang adil”13
13 Dalam kitab karya Al-Bakrî bin Muhammad Syathâ Al-
Dimyâthî, I’anatu-l-thâlibîn, jilid IV, (Semarang: Thoha Putra, t.t), 
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Dan dari Kitab Tuhfah Juz IV halaman 132 
berbunyi: “Diterima nikahnya perempuan yang 
aqil baligh”
Dalam hal ini, setelah penulis adakan 
wawancara dengan majelis hakim Pengadilan 
Agama Curup yang menangani kasus ini, ternyata 
majelis hakim Pengadilan Agama Curup tidak 
kembali langsung kepada kitab yang tersubut 
melainkan hanya kembali kepada buku kutipan 
argumentasi hukum Islam dari berbagai kitab 
dan bahkan tidak diketahui bahwa argumentasi 
tersebut dikutip dari kitab aslinya atau ter-
jemahannya dan ada salah seorang dari majelis 
hakim Pengadilan Agama Curup tersebut yang 
menyatakan bahwa mencantumkan pertimbangan 
yang dikutip dari kitab-kitab klasik seperti 
demikian tidaklah memenuhi syarat ilmiah oleh 
karenanya pencantuman hal tersesbut tidaklah 
penting kalau seandainya keterangan hukumnya 
sudah ada di KHI atau UU. No. 1 tahun 1974.14
Faktor pendidikan para hakim Pengadilan 
Agama Curup juga memberi pengaruh yang 
besar terhadap pemakain kitab klasik dalam 
pertimbangannya walaupun hal tersebut tidak 
menjadi barometer yang pasti karena ada hakim 
Pengadilan Agama Curup yang latar belakang 
pendidikannya dari pesantren akan tetapi justru 
tidak menganggap penting pencantuman pendapat 
ulama dalam beberapa kitab klasik dan ada 
juga hakim Pengadilan Agama Curup yang tidak 
memiliki latarbelakang pendidikan demikian 
tapi mencantumkan beberapa pendapat ulama 
dalam kitab klasiknya walaupun kalau diteliti lebih 
lanjut maka ada juga yang kurang mampu untuk 
menerangkan dengan jelas tentang hal tersebut, 
baik dari segi keaslian literatur atau yang lainnya.
Dari perkara kedua, dipaparkan pertimbangan 
sebagai berikut:
Dari Undang-undang disebutkan pertimbangan 
sebagai berikut:
Dari aspek pengajuan permohonan Isbat 
nikah, majelis hakim Pengadilan Agama Curup 
h. 253-254 dengan redaksi asli:
ٍلْوُدُع ِْنيَدِها
َ
َشو ٍِّلَو ِْو
َ
ن ْنِم ُهَطْو ُ
ُ
شَو ُهَت َّحِص َر
َ
ك
َ
ذ ٍة
َ
أَرْما 
َ َ
على ٍح
َ
كِِنب ىَوْع َّلدا ِفي
“Dalam hal pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan 
seorang perempuan, wajiblah baginya untuk menyebutkan akan 
keabsahan pernikahan tersebut dan kelengkapan syaratnya dengan 
menyebutkan adanya seorang wali dan duaorang saksi yang adil” 
14 Wawancara pribadi dengan A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, 
M.H. hakim di Pengadilan Agama Curup bertempat di Curup, 
tanggal 28-30 Juli 2013
mem pertimbangkan penerimaan pengajuan Isbat 
nikah tersebut dari pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) 
huruf d Kompilasi Hukum Islam dan diajukan 
oleh mereka yang tersebut dalam pasal 7 ayat 
(4) Kompilasi Hukum Islam.
Majelis hakim Pengadilan Agama Curup men-
jelaskan bahwa pembuktian atas pernikahan 
yang dimohon Isbatnya tidak harus dengan 
menghadirkan orang yang menjadi saksi saat 
pernikahan berlangsung, orang yang bisa me-
yakinkan majelis hakim Pengadilan Agama Curup 
bahwa pemohon benar-benar telah menikah maka 
itu sudah dianggap cukup,15 dan dari hal ini juga 
muncul celah yang dapat menyebabkan Isbat 
nikah dapat terjadi dengan begitu mudahnya.
Dengan melihat bahwa tidak ada larangan 
hukum bagi kedua pemohon untuk menikah, 
maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup 
berpendapat pernikahan Pemohon I dengan 
Pemohon II telah sesuai dan memenuhi 
ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang 
menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah 
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agama dan kepercayaan nya itu dan pemakain 
pasal ini dapat memberikan aspek negatif dalam 
proses pencatan pernikahan karena dapat 
menimbulkan peremehan atas proses tersebut 
khususnya pernikahan yang dilaksanakan tanpa 
dicatatkan di KUA dengan sebab yang khusus.
Dalam penetapan ini majelis hakim Pengadilan 
Agama Curup tidak menyebutkan pertimbangannya 
dari aspek fiqh atau lainnya.
Dari perkara ketiga, dipaparkan pertimbangan 
sebagai berikut:
Dari Undang-undang disebutkan pertimbangan 
sebagai berikut:UU:
Dimulai dengan mempertimbangkan bahwa 
perkara Isbat nikah itu merupakan perkara yang 
termasuk dalam kompentensi pengadilan pada 
lingkungan Peradilan Agama pasal 49 UU Nomor 7 
tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 
telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 
dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan 
Kedua atas UU No. 7 tahun 1989 yang tentunya 
memang bahwa Isbat nikah ini menjadi wewenang 
Pengadilan Agama Curup secara mutlak.
15 Wawancara pribadi dengan Dra. Raden Ayu Husna, hakim 
di Pengadilan Agama Curup bertempat di Curup, tanggal 28-30 
Juli 2013
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Kemudian majelis hakim Pengadilan Agama 
Curup mempertimbangkan bahwa permohonan 
Istbat Nikah dapat diajukan atas dasar adanya 
perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang 
tidak mempunyai halangan menurut Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 sesuai pasal 7 ayat 
(2) dan ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam 
dan diajukan oleh mereka yang tersebut dalam 
pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam
Selanjutnya majelis hakim Pengadilan Agama 
Curup mempertimbangkan bahwa pernikahan telah 
dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum 
Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun 
perkawinan serta tidak ada larangan hukum bagi 
keduanya untuk menikah, maka Majelis Hakim 
Pengadilan Agama Curup berpendapat pernikahan 
Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dan 
memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Perkara kedua dan ketiga merupakan 
perkara yang sama-sama yaitu terjadi sebelum 
berlakunya UU. No. 1 tahun 1974 sehingga saat 
mempertimbangkan penetapan atas permohonan 
Isbat nikah ini majelis hakim Pengadilan Agama 
Curup menggunakan pasal 7 ayat (3) huruf d 
tapi walaupun demikian pengajuan Isbat nikah 
ini bukanlah dalam rangkan memenuhi pasal 
tersebut akan tetapi diajukan untuk memenuhi 
syarat pendaftaran haji dan pembuatan akta 
kelahiran anak dan dalam hal ini pasal 103 KHI 
juga tidak digunakan kembali.
Dengan mempertimbangkan hal-hal yang 
dicantumkan dalam pertimbangan majelis hakim 
Pengadilan Agama Curup dalam menetapkan 
Isbat nikah terhadap suatu kasus maka penulis 
mendalaminya dengan mewawancarai beberapa 
hakim Pengadilan Agama Curup yang menangani 
kasus Isbat nikah dan dari hasil wawancara ter-
sebut dapat penulis ketahui bahwa kemungkinan 
Isbat nikah sangatlah luas dan tidak hanya terpaku 
dalam lima hal sebagaimana tercantum dalam 
pasal 7 KHI, akan tetapi sangat luas yaitu meliputi 
seluruh pernikahan yang tidak didaftarkan ke KUA 
baik yang terjadi sebelum berlakunya UU. No. 1 
tahun 1974 ataupun terjadi setelahnya selama 
pernikahan yang telah terjadi tersebut dapat 
dibuktikan dilaksanakan dengan syariat Islam dan 
apalagi kalau seandainya status pengantin waktu 
pernikahan tersebut adalah jejaka dan perawan. 
Penulis memandang bahwa luasnya cakupan 
Isbat nikah ini terjadi karena tidak terbatas nya dalam 
memaknai pasal 7 ayat (3) huruf e yang berbunyi: 
“Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang 
tidak mempunyai halangan perkawinan menurut 
Undang-Undang No.1 Tahun 1974”. Dari pasal ini 
dapat dilihat bahwa peluang untuk mengajukan 
isbat nikah sangat luas karena selama pernikahan 
yang dilakukan tanpa mendaftarkan ke KUA terjadi 
dengan tidak mempunyai halangan pernikahan 
menurut undang-undang No. 1 tahun 1974, maka 
sangatlah me mungkinkan untuk diajukan isbatnya.
Hal di atas terjadi kalau memahami pasal 
tersebut sebagai pasal yang berdiri sendiri tanpa 
terkait dengan empat nomor sebelumnya, tapi 
kalau difahami bahwa bunyi huruf (e) dari pasal 7 
ayat (3) tersebut mengikat empat huruf se belumnya 
maka isbat nikah tidaklah semudah itu untuk 
dilakukan dan tentunya menurut penulis itu akan 
menjadi lebih banyak mengandung mashlahat.
Permohonan isbat nikah dengan dilatar 
belakangi alasan atau tujuan yang di luar lima 
hal dari pasal 7 ayat (3) KHI, sebenarnya akan 
menghadapi dan melanggar beberapa pasal dari 
peraturan perundangan yang ada di negara ini 
baik dari UU. No. 1 tahun 1974 ataupun Kompilasi 
Hukum Islam, hal tersebut tampak dari beberapa 
pasal sebagaimana penjelasan di bawah ini.
Pernikahan dalam Islam adalah akad yang 
sangat kuat atau mitsâqan ghalîzhan untuk 
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 
merupakan ibadah sebagaimana telah dijelaskan 
dalam KHI pasal 2, yang dikuatkan oleh pasal 
1 UU. No. 1 tahun 1974 dalam pasal 1, yaitu 
perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 
seorang pria dan seorang wanita sebagai 
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 
atau rumah tangga yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Maka saat pernikahan itu ingin dilakukan, 
harus sesuai dengan perundangan yang berlaku, 
seperti dijelaskan dalam KHI pasal 4 yang me-
nyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila 
dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan 
pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 
(1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan yaitu perkawinan adalah sah apabila 
dilakukan menurut hukum masing-masing agama 
dan kepercayaannya itu.Setelah pernikahan 
dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah 
diatur oleh agama, maka langkah selanjutnya 
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harus mengikuti aturan yang telah diatur oleh 
perundangan yang berlaku, sebagai mana di 
jelaskan oleh UU. No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 
(2) yaitu Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang 
kemudian diperkuat dengan penjelasan KHI dalam 
pasal 5: Agar terjamin ketertiban perkawinan 
bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus 
dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut apada 
ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah 
sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang 
No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 
1954 yaitu untuk memenuhi ketentuan dalam 
pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan 
dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai 
Pencatat Nikah, perkawinan yang dilakukan di 
luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak 
mempunyai kekuatan Hukum.
Demikian halnya kalau diurutkan sesuai dengan 
perundangan yang berlaku di Indonesia, dapat 
diketahui bahwa pernikahan yang dilaku kan dengan 
tanpa mendaftarkan kepada petugas dan pejabat 
yang berwenang seyogyanya sudah merupakan 
tindakan yang tidak sesuai dengan petunjuk yang 
telah diatur dan dijelaskan dalam perundangan.
Dari penjelasan di atas dengan melihat dan 
menelaah pasal 7 KHI tersebut, maka dapat di-
pahami bahwa upaya permohonan isbat nikah 
dengan landasan dan tujuan yang tidak sesuai 
dengan pasal 7 KHI tersebut sudah merupakan 
sebuah kekeliruan, dan tindakan menerima dan 
memproses persidangannya dengan landasan 
yang keliru tentunya menjadi sebuah kekeliruan 
yang lebih besar.
Demikianlah KHI menjelaskan bagaimana 
seharusnya isbat nikah harus dilaksanakan 
dengan begitu jelasnya, tapi dalam prakteknya 
pada Pengadilan Agama Curup sebagaimana 
telah penulis teliti, penulis mendapatkan bahwa 
isbat nikah bisa didapatkan dengan alasan-
alasan yang di luar apa yang telah dijelaskan 
dan ditentukan oleh perundangan yang berlaku. 
Dengan demikian, maka lembaga pernikahan 
dapat terganggu sakralitasnya sehingga pem-
bentukan keluarga sakinah akan susah untuk 
diupayakan, sementara pernikahan bertujuan 
untuk membentuk keluarga yang sakinah, 
mawaddah wa rahmah, sebagaimana dijelaskan 
dalam KHI pasal 3: perkawinan bertujuan untuk 
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 
sakinah, mawaddah, dan rahmah.
Karena terbukanya kemungkinan pengajuan 
isbat nikah dengan begitu luasnya, maka pernikahan 
yang terjadi dengan tanpa didaftar kan kepada 
petugas yang berwenang dapat menimbulkan efek 
yang negatif terhadap salah satu pihak atau bahkan 
kedua belah pihak yang terkait dalam pernikahan 
tersebut, sehingga dapat menyebabkan rusaknya 
nilai-nilai luhur dalam pernikahan.
Di sinilah titik fokus dalam penelitian ini, 
pernikahan yang dilakukan dengan latar belakang 
yang tidak “lazim” dapat terjadi dengan mudahnya 
tanpa dicatatkan di KUA karena permasalahan 
yang muncul setelah pelaksanaan pernikahan 
tersebut dapat terselesaikan dengan mengajukan 
isbat nikah.
Kalaulah ditinjau dari tiga aspek yang harus 
terdapat dalam putusan dan pertimbangan 
hakim Pengadilan Agama Curup yaitu aspek 
keadilan/filosofis, kepastian hukum/normatif dan 
kemanfaatan/sosiologis, maka keputusan tersebut 
tidaklah dapat memenuhi ketiga unsur tersebut.
Dalam aspek filosofis, dari hasil penetapan 
tersebut, keadilan dalam arti keseimbangan 
dalam kehidupan masyarakat tidak dapat digapai 
karena keseimbangan dalam tatanan kehidupan 
bermasyarakat yang di dalamnya terdapat ke-
hidupan rumah tangga tidak dapat tercapai karena 
munculnya faktor negatif dari penetapan tersebut.
Secara normatif atau kepastian hukum juga 
tidak tercapai, karena penetapan dan putusan 
tersebut tidak sesuai dengan apa yang di amanah-
kan oleh UU. No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi 
Hukum Islam yang mana keduanya telah meng-
atur dengan jelas tata cara pernikahan dan isbat 
nikah, walaupun dalam pertimbangannya majelis 
hakim Pengadilan Agama Curup terkadang 
menyebutkan pasal 7 KHI yang membicarakan 
isbat nikah tapi permohonan isbat nikah yang 
diajukan oleh banyak pihak tidak dalam rangka 
sesuatu yang sesuai dengan pasal 7 KHI tersebut.
Dari sisi hukum haruslah adaptable terhadap 
perubahan dan kebutuhan sosial, norma, tradisi 
serta kebiasaan lainnya. Hal ini dianggap sebagai 
kaidah yang pasti dalam dunia hukum. Dalam 
diskursus yuridis legalistik dituangkan dalam pasal 
20 ayat (1) UU No. 14/1970 “Hakim Pengadilan 
Agama sebagai penegak hukum dan keadilan wajib 
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 
hukum yang hidup dalam masyarakat”. Hukum 
Islam dalam konteks ini juga sangat bersifat 
adaptable dan fleksibel terhadap perubahan sosial 
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selama tetap sejalan dengan ruh al-syari`ah atau 
maqasid al-syari’ah. Para fuqaha telah merumuskan 
dengan qaidah “taghayyur al-ahkam bi taghayyur 
al-azminah wa al-amkinah”, yang berarti bahwa 
hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan 
zaman dan tempat. Kata “ zaman dan tempat” 
bila ditafsirkan secara luas dalam konteks sosial 
kemasyarakatan dapat meliputi faktor, ekonomi, 
politik, budaya, adat-istiadat, dan kebiasaan-
kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat. 
Kaidah hukum lainnya yang cukup terkenal 
adalah “al-âdah muhakkamah” (Adat dapat di-
jadikah sebagai hukum) sepanjang tidak ber-
tentangan dengan prinsip-prinsip umum syari’ah. 
Ulama ushuliyyun mengemukakan qaidah “al-ashlu 
fi al-asyya’/ fi al-`adah al-ibahah, hatta yaquma 
al-dalil ‘ala al-nahyi” sebuah prinsip keter bukaan 
terhadap fenomena adat yang pasti beraneka ragam 
dan berkembang luas dalam kehidupan masyarakat 
dan sekaligus merupakan pembuktian bahwa Islam 
sebagai agama yang hanif, samhah dan rahmah 
yang berprinsip tidak mempersempit gerak hidup 
ummatnya. Kerangka teoritis diatas menyiratkan 
keharusan adanya mutual relationship antara 
hukum dan masyarakat sekaligus merupakan 
justifikasi bahwa setiap perkembangan hukum 
senantiasa harus dilihat dari perspektif sosialnya. 
Istilah lain mengatakan bahwa hukum dan 
masyarakat adalah ibarat orang dengan pakaian, 
maka harus bersesuaian baik corak, warna dan 
ukurannya.
Dari aspek kemanfaatan/sosiologis maka 
pe netapan seperti dalam Isbat nikah ini tidak 
dapat memberi aspek manfaat yang banyak 
bagi kehidupan berumah tangga khususnya 
dalam membentuk keluarga sakinah karena 
dengan terbuka lebarnya peluang Isbat nikah 
maka pernikahan yang tidak “lazim” dapat ter-
jadi dengan mudahnya karena peluang untuk 
diIsbatkan terbuka dengan lebar.
Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama 
Curup Ditinjau Dari Upaya Pembentukan 
Keluarga Sakinah
“Sakinah” merupakan bahasa Indonesia yang 
diambil dari bahasa Arab yang berasal dari kata 
“sakana”, dan kata sakinah ini juga disebutkan 
sebanyak enam kali dalam Alquran16 yang diarti kan 
16 Muhammad Fuad Abdu-l-bâqî, Al-Mu’jam Al-Mufahras Li 
Alfâzhi al-Qur’ân, (tt: Dâr Al-Fikr, 1992), Cet. ke-3, h. 449
dalam kitab Tafsir dengan arti ketenangan hati17 
maka kata sakinah tersebut berarti kedamaian, 
ketenangan, penuh kecintaan dan kasih sayang.18 
Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang di-
huni oleh sepasang suami isteri yang dilandasi 
“mawaddah warahamah”.
Suasana kasih sayang antara anggota keluarga 
dan lingkungan dengan selaras, serasi, serta nilai 
keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia yang 
menjadi pilar dari sebuah keluarga sakinah akan 
susah terwujud dengan mudahnya pengajuan Isbat 
nikah karena akan banyak terjadi pernikahan yang 
tidak didaftarkan ke KUA dengan pertimbangan 
bahwa pernikahan yang tidak didaftarkan dapat 
diIsbatkan dengan mudahnya.
Kalaulah hal demikian yang terjadi maka pem-
bentukan keluarga sakinah akan menghadapi 
kendala yang memiliki pengaruh besar dalam 
upaya mewujudkan keluarga yang sakinah karena 
keselarasan, keseimbangan dan kerukunan dalam 
keluarga akan terganggu dengan banyaknya 
masalah administratif yang timbul dari per nikahan 
tersebut karena hampir seluruh lini kehidupan 
membutuhkan bukti legalitas sebuah pernikahan 
dan kalau hal tersebut tidak dapat dipenuhi maka 
banyak hal yang akan mengganggu stabilitas 
sebuah keluarga.
Sementara perkawinan merupakan perbuatan 
mulia yang pada prinsipnya dimaksudkan untuk 
menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi 
dan bukan hanya untuk sementara waktu yang 
kemudian diputuskan lagi, maka tas dasar sifat 
ikatan perkawinan tersebut dimungkinkan dapat 
didirikan rumah tangga yang damai dan teratur 
serta memperoleh keturunan yang baik dalam 
masyarakat.19
Dengan tujuan yang demikianlah maka 
sebuah undang-undang dibuat, dan salah satu 
ciri yang menonjol dari hukum pada masyarakat 
modern adalah penggunaannya secara sadar 
oleh masyarakat. Hukum bisa berfungsi sebagai 
instrumen untuk mengendalikan masyarakat 
dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan 
17 Abu Bakar Jabir Al-Jazâirî, Aisaru-l-tafâsîr li Kalâmi-l-‘aliyi-l-
kabîr, jilid 1-3, (Madinah: Maktabat al-‘ulûm wa al-hikam, 2006), 
h. 692
18 Jalal ad-Din Muhammad bin Mukarram al Anshari, Lisan al 
Arabi, Juz IV, (t.tp: t,pn, t.th), h. 468
19 Mahmud Junus, Hukum Perkawinan Islam Menurut 
Mazhad: Sayfi’I, Hanafi, Maliki dan Hambali. (Jakarta: Pustaka 
Mahmudiyah, 1989), h. 110
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perubahan-perubahan dalam masyarakat. Roscoe 
Pound mengatakannya sebagai a tool of social 
engineering atau social engineering by law. Adanya 
hubungan fungsional antara sistem hukum yang 
dipakai dan struktur masyarakat sebelumnya sudah 
dicetuskan oleh Emile Durkheim yang berbeda 
sekali dangan pandangan atau konsep hukum 
yang lain, seperti yang diajarkan oleh Friederich 
Karl von Savingny yang sering disebut sebagai 
Aliran Sejarah yang menyatakan bahwa hukum 
itu merupakan ekspresi dari kesadaran umum 
atau semangat rakyat (Volksgeist) dilahirkan oleh 
kebiasaan dan kesadaran umum masyarakat, 
kemudian oleh putusan hakim dan oleh kekuatan-
kekuatan yang ada dalam masyarakat yang bekerja 
secara diam-diam.20
Yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa 
dahulu persaksian merupakan alat yang paling 
utama untuk menentukan hak seseorang, ini 
karena persaksian ialah alat bukti yang paling 
terpercaya pada masa itu, dan itu tidak terlepas 
dari masih banyaknya orang yang masih adil 
dan kredibel yang bisa dipertanggungjawabkan.
Penutup
Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka 
dapat disimpulkan:
1. Isbat nikah merupakan amanah KHI di-
sebutkan dalam pasal 7 dengan ketentuan 
sebagai berikut: a. dalam rangka penyelesaian 
perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya 
keraguan tentang sah atau tidaknya salah 
satu syarat perkawinan; d. perkawinan terjadi 
sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 
tentang perkawinan; e. perkawinan yang 
dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 
halangan perkawinan menurut UU No. 1/1974; 
sedangkan dalam prakteknya majelis hakim 
Pengadilan Agama Curup dalam memaparkan 
pertimbangan hukum atas perkara-perkara 
isbat nikah tersebut banyak yang tidak me-
ngacu kepada pasal tersebut sehingga putusan 
yang dihasilkan tidak dapat memenuhi tiga 
unsur yang harus dimiliki oleh setiap putusan 
yaitu keadilan/filosofis, kepastian hukum/
normatif atau yuridis; walaupun pasal yang 
dipakai dalam memberi pertimbangan dipakai 
dari KHI pasal 7, tapi pengajuan isbat nikah 
20 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 
1996), h. 190-198
tersebut tidaklah dalam rangka apa yang 
tercantum dalam pasal yang dipakai, yaitu 
terciptanya kemaslahatan/ sosiologis, sebab 
pertimbangan hakim Pengadilan Agama 
Curup tersebut dapat menyulitkan pencapaian 
terbentuknya keluarga sakinah. Dan dengan 
tidak memenuhi ketiga unsur tersebut, maka 
sebuah putusan akan menjadi kurang baik.
2. Dengan terjadinya penetapan isbat nikah yang 
tidak tunduk kepada amanah KHI pasal 7 yang 
mana pasal tersebut dibuat atas dasar Sadd al-
Dzari’ah, maka berdampak pada terganggunya 
sakralitas lembaga pernikahan yang seyogya-
nya bertujuan baik, yaitu terjadinya peremehan 
atas lembaga pernikahan tersebut dengan 
tidak mendaftarkan pernikahannya kepada 
pihak yang berwenang dalam mencatatnya, 
khususnya pernikahan yang terjadi dengan 
latar belakang yang tidak “lazim” atau ter-
paksa melaksanakan pernikahan karena 
sebab tertentu dan sebab tersebut bermotif 
perbuatan yang kurang baik. Dengan ter buka 
lebarnya peluang isbat nikah, maka pernikahan 
“tak lazim” dapat terjadi dengan gampangnya 
dan berdampak pada moralitas generasi 
muda khususnya dan semua kalangan pada 
umumnya. Dengan pernikahan yang demikian, 
sulit terciptanya keluarga yang sakinah.
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